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Abstrak

Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Pengadilan Negeri
meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan ketentuan
yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014. Adapun ke 3 hal tersebut
adalah layanan pembebasan biaya perkara, dan penyelenggaraan sidang
diluar gedung pengadilan serta penyedian Posbakum Pengadilan. Dalam
kaitannya dengan penyelenggaraan Posbakum ini sejatinya Pengadilan
Negeri hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi
Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi. Sedangkan
mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap kasus akan diajukan oleh
Pengadilan melalui Kanwil Kemenkumham. Namun demikian, bukan
berarti fungsi fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat
Posbakum ini bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada
amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan untuk dapat
mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin
tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan kehadiran
Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan
menakutkan tentang Pengadilan bagi masyarakat umum.

Kata kunci : Pengadilan, Bantuan Hukum, Orang Miskin

Abstract
Implementation of Legal Aid Post (Posbakum) by the District Court
includes three (3) the scope of legal services in accordance with the
provisions contained in the Perma No. 1 Year 2014. Those 3 scopes are
services of fee waiver, and the holding of the trial outside the court building
and providing Posbakum Court. In connection with the implementation of
this Posbakum actually State Court only provides room facilities to
Posbakum for three Legal Aid Provider or accredited lawyers organization.
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As for the legal aid fund handling each case will be filed by the Court
through the Lokal Office of Kemenkumham. However, this does not mean
that the facilitator function can be ignored, considering this Posbakum takes
place in the Court, it is noteworthy that there is a special mandate from the
State Officials to the Court in order to succeed the free legal services for the
poor. Therefore, it can also be expected that the presence of the Posbakum
in the Court can erode the negative and scary stigma on the Court for the
general public.

Keywords : Court, Legal Aid, the Poor

A. Pendahuluan

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers
sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”.! Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide
negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara
komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat
sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan
dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak
dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum.
Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat (1) elemen
kelembagaan (elemen institusional), (2) elemen kaedah aturan (elemen
instrumental), dan (3) elemen perilaku para subjek hukum yang
menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu
(elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup
(a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan atau
penerapan hukum (law administrating), dan (c) kegiatan peradilan atas
pelanggaran hukum (law adjudicating). Biasanya, kegiatan terakhir lazim
juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit
(law enforcement) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian,
kejaksaan, advokat, dan Hakim atau di bidang perdata melibatkan peran
advokat (pengacara) dan Hakim Pengadilan Negeri. Selain itu, ada pula
kegiatan lain yang sering dilupakan orang, yaitu: (d) pemasyarakatan dan
pendidikan hukum (law socialization and law education) dalam arti seluas-
luasnya yang juga berkaitan dengan (e) pengelolaan informasi hukum (law
information management) sebagai kegiatan penunjang. Kelima kegiatan itu
biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i)
fungsi legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta

! Pasal 1 ayat (3) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945,
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(iii) fungsi yudikatif atau judisial.> Organ legislatif adalah lembaga
parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ
judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang mencakup
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan
dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai
terendah, yaitu yang terkait dengan aparatur tingkat pusat, aparatur tingkat
provinsi, dan aparatur tingkat kabupaten/kota.

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek
yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah,® tercakup
pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara
Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan
dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan komponen tersebut tidak
bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu kesatuan
sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya. Sebagai
contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (civil
law), kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian pada kegiatan
pembuatan hukum (law making), tetapi kurang memberikan perhatian yang
sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (law enforcing). Bah-
kan, kitapun dengan begitu saja menganut paradigma dan doktrin berpikir
yang lazim dalam sistem civil law, yaitu berlakunya teori fiktie yang
beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat
itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan
hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori ini
diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu
persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Orang kaya di
Jakarta harus diperlakukan sama oleh hukum dengan orang miskin di daerah
terpencil di Mentawai (Sumbar), di Lembah Baliem (Papua), suku Kubu di
perbatasan Jambi-Sumatera Selatan, ataupun suku terpencil di pulau-pulau
kecil di seluruh wilayah Nusantara.

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup
kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum
yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun
melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya
(alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian
yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala
aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif

2 Montesquieu, The Spirit of the laws, Translated by Thomas Nugent, (London: G. Bell &
Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67.

3 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New
York; Russell & Russell, 1961), hal. 115 dan 123-124.
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yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-
sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan
hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran
atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya
yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan
peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-
badan peradilan.*

Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya
sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa,
pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama
sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur
kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan
hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu
sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan
atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan
itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada
kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal
(institutionalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara
komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta
keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan
hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah
proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law
socialization and law education). Tanpa didukung oleh kesadaran,
pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat,
nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu,
agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu
dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di
masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a)
pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum
yang berbasis teknologi informasi (information technology); (b) peningkatan
Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum; (c) pengembangan
pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan
keteladanan-keteladanan di bidang hukum.®

4 Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di
Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994.

5 Jimly Assidigie, “UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas di Masa
Depan”. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 1998.
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Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok
miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk
segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik,
berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.® Oleh karena itu,
adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal
18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang
merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat
menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan
Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan
Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata
dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum
itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum
meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi
maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan
Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa
aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan
Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak
konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi
hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen
organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk
memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik
dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi
Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum. Dengan kejelasan dan
ketegasan pengaturan mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum, tata cara
pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan
pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan,
keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban,
diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di Undang-Undang ini, yakni
penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum
(organisasi  bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum
(Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri

6 Jimly Assiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta:
Konstitusi Press, 2005.
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merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi
dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu,
Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh
negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan
tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, acces to
justice, dan fair trial.

Pemberitaan mengenai hak-hak rakyat miskin yang terabaikan saat
berhadapan dengan proses hukum, akhir-akhir ini menjadi tema besar yang
ramai dibicarakan. Hak-hak rakyat miskin yang dinodai, bukan merupakan
barang baru di lingkungan pengacara publik. Sudah terlalu banyak pencari
keadilan yang datang ke berbagai lembaga bantuan hukum, yang
mengandalkan pendampingan prodeo, mengalami hal tersebut. Sayangnya,
instrumen hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi rakyat,
khususnya rakyat miskin, masih terbatas. KUHAP hanya mengenal
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang diancam
dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kurang dari itu harus
menggantungkan diri pada nasib atau perekonomian sendiri. Contoh kasus,
seorang Pemulung seperti Saleh yang “memiliki” ganja, karena dipaksa,
sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan
KUHAP. Ganja yang termasuk narkotika golongan I memiliki ancaman
hukuman 4 tahun sampai 12 tahun penjara. Lagipula pemberian bantuan
hukum dilakukan di tingkat pemeriksaan mana, juga tidak jelas
pengaturannya. Niat pemerintah mengatur pemberian bantuan hukum
melalui peraturan pemerintah (PP) maupun aturan setingkat Instruksi
Menteri juga belum menyentuh permasalahan tersebut. Aturan-aturan
tersebut hanya memberi acuan pemberian bantuan hukum dan belum
mengakomodasi hak rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum.
Selain itu, PP tersebut yang merupakan amanat UU Advokat tidak tepat
untuk mengatur LBH/penggiat bantuan hukum, yang karakter dan fungsinya
berbeda dengan advokat dalam hal pemberian bantuan hukum cuma-cuma.
Hakikatnya, pemberian bantuan hukum bukan semata-mata merupakan
tanggung jawab LBH, para advokat, maupun partai politik yang memiliki
semacam divisi bantuan hukum. Dikatakan dalam konstitusi, bahwa semua
orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (equality before the
law). Bagi mereka yang tidak mampu jelas dilindungi oleh prinsip “fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (pasal 34 UUD
1945). Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang
merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya
merupakan tanggung jawab negara. Kondisi yang kontras dengan
persidangan korupsi maupun kasus-kasus lainnya yang melibatkan para
pejabat tinggi ataupun orang-orang yang berduit banyak, yang justru
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memperlihatkan bahwa hak untuk didampingi pengacara kelas atas
merupakan akomodasi primer. Sedangkan bagi rakyat miskin, untuk
mendapatkan bantuan hukum saja sudah cukup sulit. Hal ini membuat hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sepertinya menjadi sesuatu yang
terlalu muluk.

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi
bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata
dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Bantuan
Hukum Litigasi meliputi :

1. Kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan
tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan
peninjauan kembali;

2. Kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan
tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan
tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

3. Kasus Tata Usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan
putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding,
putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum
kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya
selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama
Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:

Penyuluhan hukum;

Konsultasi hukum;

Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

Penelitian hukum;

Mediasi;

Negosiasi;

Pemberdayaan masyarakat;

Pendampingan di luar pengadilan; dan / atau

Drafting dokumen hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian
Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan
Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran
yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan
Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2
Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni:

1. Keadilan;

© oo Nk wdE

177



Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 171-188

Persamaan kedudukan di dalam hukum;
Keterbukaan;
Efisiensi;
Efektivitas; dan
Akuntabilitas

Ada 310 Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi/akreditasi
untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yang terdiri dari 10
OBH terakreditasi A, 21 OBH terakreditasi B serta 279 OBH terakreditasi
C. Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk
Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari
Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor
Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah
terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum,
Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala
Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan
dilakasanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan
Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard
Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap
Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

ok wnN

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam
makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian bantuan hukum yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum?

2. Bagaimanakah peran Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan
bantuan hukum terhadap orang miskin?

C. Pembahasan
1. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum yang Diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum
a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan

Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling
sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Bantuan Hukum;
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2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
dan

3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala
Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal
Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi

Bantuan Hukum, yang harus memenubhi syarat:

Berbadan hukum;

Terakreditasi;

Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Memiliki pengurus; dan

Memiliki program Bantuan Hukum.

o s wnh e

b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan

Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling

sedikit memuat:

1. ldentitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal
Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas,
Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan
Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat
sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang
berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus

melampirkan:

1. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan
Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak
memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan
Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan
Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras
Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin.

2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
persyaratan sebagaimana dimaksud diatas Pemberi Bantuan
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Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam
memperoleh persyaratan tersebut. Instansi yang berwenang
sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan
surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain
untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, Kepala
Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi
Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin
dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan
miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
Pemohon Bantuan Hukum vyang tidak mampu
menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan
permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan
Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum
menuangkan  dalam  bentuk tertulis. Permohonan
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan
Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima
berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan
Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi
Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau
penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan
lengkap. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan
kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan
Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan
Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak,
Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan
secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberian
Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada
Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum
tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Pemberian
Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang
berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau
Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
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C.

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan
Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan
ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyaluran dana
Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan
Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses
beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan
yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana
Bantuan Hukum ini dihitung berdasarkan prosentase tertentu
dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan
Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 PP 42/
2013. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini pada setiap tahapan
proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi
Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai
dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Tahapan proses beracara merupakan tahapan
penanganan Perkara dalam:

1. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di
pengadilan tingkat |, persidangan tingkat banding,
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

2. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan
pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding,
putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan
kembali; dan

3. Kasus tata wusaha negara, meliputi pemeriksaan
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan
pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat
kasasi, dan peninjauan kembali.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit
1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP 42/2013
dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti
pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum ini dihitung
berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan
Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 PP No. 42/2013. Menteri berwenang melakukan
pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan
Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan
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Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dan Pasal 28 PP 42/2013. Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan
Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pertanggungjawaban

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara
triwulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam hal Pemberi
Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari
APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi
penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari
APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi
pelaksanaan ~Anggaran Bantuan Hukum  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) PP. 42/2013 .

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:

1. Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

2. Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses
penyelesaian.

Untuk  kegiatan  Nonlitigasi, laporan  realisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PP No. 42/2013, harus
melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Menteri. Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara
tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan
Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi
Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan
Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pengawasan

Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan
Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum. Pengawasan
oleh Menteri dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan
fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada
Kementerian. Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) PP 42/2013

mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum
dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

2. Menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia
pengawas daerah;

3. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya
dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan
penyaluran dana Bantuan Hukum;

4. Melakukan Klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan
pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan
Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/
atau masyarakat;

5. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau
penyaluran dana Bantuan Hukum; dan

6. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah
membentuk panitia pengawas daerah. Panitia pengawas
daerah terdiri atas wakil dari unsur:

1. Kantor Wilayah Kementerian; dan

2. Biro hukum pemerintah daerah provinsi.

Panitia pengawas daerah mempunyai tugas:

1. Melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan
penyaluran dana Bantuan Hukum;

2. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui
unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan
pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan

3. Mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau
penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang
tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan
Hukum pada Kementerian.

Panitia pengawas daerah dalam mengambil keputusan
mengutamakan prinsip musyawarah. Dalam hal musyawarah
tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran
dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak
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mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi
Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi
Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang. Dalam
hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak
melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai
atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan
Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan
Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum, Menteri dapat:

1. Membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;

2. Menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
dan/atau

3. Tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun
anggaran berikutnya.

Dalam hal Menteri  membatalkan  perjanjian
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, Menteri menunjuk
Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau
menjalankan kuasa Penerima

Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan
Hukum terhadap Orang Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum

Salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah Pengadilan
yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari
keadilan pada umumnya baik dibidang hukum perdata maupun
pidana (pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum).” Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari
keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Tahun
2009.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok Pengadilan dalam
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan, Mahkamah Agung

7 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi
Press, 2005
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telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-
Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP__No 42 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013
tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-L.itigasi.

Dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014 ini, maka
SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Perma No. 1
Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia
advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota
kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau
Lembaga Bantuan Hukum. Mahkamah Agung sendiri telah
menyerahkan Perma No. 1 Tahun 2014 ini kepada Menkumham
untuk disahkan dan dimuat dalam Berita Negara dan sudah sah
berlaku. Kemudian Mahkamah Agung akan mensosialisasikan ke
setiap pengadilan seluruh Indonesia di tiga lingkungan pengadilan.
Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti secara teknis melalui
masing-masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur
Jenderal Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal PTUN.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya
menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi
Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi.
Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap
kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil
Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi fasilitator
ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos Bantuan Hukum ini
bertempat di Pengadilan, maka patut diperhatikan bahwa ada
amanat khusus dari Penyelenggara Negara kepada Pengadilan
untuk dapat mensukseskan pelayanan hukum yang bebas beban
biaya bagi rakyat miskin tentunya. Dengan demikian dapat pula
diharapkan agar dengan kehadiran Posbakun dilingkungan
Pengadilan akan dapat mengikis stigma negatif dan menakutkan
tentang Pengadilan bagi masyarakat umum.

Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan
Negeri meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai
dengan ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014.
Adapun ke 3 hal tersebut adalah 1. Layanan Pembebasan Biaya
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Perkara, 2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan
3. Penyedian Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan.

Untuk layangan pembebasan biaya perkara bagi
masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut, yaitu Pemohon mengsisi formulir permohonan
dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
atau sejenisnya (Bab Il Pasal 7 Point 2 Perma No.1 Tahun 2014)
ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui meja 1 bersamaan
dengan surat gugatan/permohonan. Panitera/Sekretaris memeriksa
dan memberikan pertimbangan kelayakan pembebasan biaya
perkara dan ketersediaan anggaran dan melanjutkan proses dengan
menyampaikan kepada ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan dapat
mengabulkan atau menolak permohonan Pembebasan Biaya
Perkara setelah memperhatikan pertimbangan dari Panitera /
Sekretaris, yang dituangkan dalam Surat Penetapan.

Apabila permohonan dikabulkan maka Panitera/Sekretaris
selaku KPA membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya
perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran
anggaran yang dibebankan kepada negara akan tetapi jika
permohonan ditolak maka pemohon harus membayar biaya perkara
seperti biasa. Untuk memudahkan pelaksanaan Perma ini setiap
Dirjen harus mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Perma
No.1 Tahun 2014 dalam bentuk surat edaran Dirjen.

SEMA No.1 Tahun 2014 ini merupakan perubahan SEMA
No.14 Tahun 2010 yang juga mengharuskan setiap permohonan
kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara perdata/perdata
khusus/perdata agama/tata usaha negara/pajak/pidana/pidana
khusus/pidana militer, harus menyertakan dokumen eletronik.
Dokumen elektronik yang dimaksud misalnya untuk permohonan
kasasi meliputi: relasi pemberitahuan putusan banding, akta
permohonan kasasi, tanda terima memori kasasi, memori kasasi,
putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat
banding. Penyertaan dokumen elektronik dilakukan melalui fitur
komunikasi data (menu upaya hukum) Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI.

D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan
Hukum harus memenuhi syarat:
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¢ Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling
sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Bantuan Hukum;

e Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
dan

e Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala
Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal
Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi

Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

Berbadan hukum;

Terakreditasi;

Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Memiliki pengurus; dan

Memiliki program Bantuan Hukum.

Tata cara pemberian bantuan dapat dilakukan dengan :

1. ldentitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal
Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas,
Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan
Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat
sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang
berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimintakan Bantuan Hukum.

b. Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum oleh Pengadilan Negeri
meliputi 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum sesuai dengan
ketentuan yang termuat dalam Perma No.1 Tahun 2014.
Adapun ke 3 hal tersebut adalah 1. Layanan Pembebasan Biaya
Perkara, 2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan
dan 3. Penyedian Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan.
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) ini sejatinya Pengadilan Negeri hanya
menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga Pemberi
Bantuan Hukum atau organisasi advokat yang terakreditasi.
Sedangkan mengenai dana bantuan hukum penanganan setiap
kasus akan diajukan oleh Pengadilan melalui Kanwil
Kemenkumham. Namun demikian, bukan berarti fungsi
fasilitator ini dapat diabaikan begitu saja, mengingat Pos
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Bantuan Hukum ini bertempat di Pengadilan, maka patut
diperhatikan bahwa ada amanat khusus dari Penyelenggara
Negara kepada Pengadilan untuk dapat mensukseskan
pelayanan hukum yang bebas beban biaya bagi rakyat miskin
tentunya. Dengan demikian dapat pula diharapkan agar dengan
kehadiran Posbakun dilingkungan Pengadilan akan dapat
mengikis stigma negatif dan menakutkan tentang Pengadilan
bagi masyarakat umum.

2. Saran
Perlu adanya  mekanisme  keberlanjutan  dalam
penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin
yang mencari keadilan agar tidak ada lagi rasa takut dan stigma
negatif tentang pengadilan.
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